
22 

 

BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS 
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Isu strategis adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan atau 

diutamakan dalam suatu perencanaan karena berdampak yang signifikan 

bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila isu strategis tidak 

diantisipasi diperkirakan akan menimbulkan permasalahan atau 

kerugian yang lebih besar. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis 

apabila tidak dimanfaatkan (diantisipasi) akan menghilangkan peluang 

untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka 

panjang. 

Identifikasi isu strategis dapat menggunakan model pembobotan 

berdasarkan skor kriteria pembobotan yang telah ditentukan. Berikut 

kriteria dan skor pembabatan yang kami pergunakan. 

Tabel : 3.1.1. 
Skor kriteria pembobotan 

NO KRITERIA BOBOT 

1 Merupakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dinas 25 

2 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 20 

3 Memiliki dampak terhadap masyarakat (publik) 15 

4 Memiliki pengaruh yang besar terhadap program 
(renstra) kementrian/ provinsi 

10 

5 Sulit penanganannya 10 

6 Melibatkan stake holders dalam penanganannya 10 

7 Merupakan isu lintas daerah/ nasional 10 

 Skor 100 

 

3.1.1.  Pengumpulan dan Pengelompokan Isu Strategis 

Berbagai informasi isu strategis dapat berasal dari internal 

Perangkat Daerah maupun Eksternal Perangkat Daerah. Tidak 

semua informasi tentang isu strategis dapat diangkat menjadi isu 

strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan. 

Dengan telah diketahuinya metode identifikasi sebagaimana 

tersebut diatas, maka langkah berikutnya mengumpulkan dan 

mengelompokkan berdasarkan urusan. Berikut adalah isu trategis 

berdasarkan urusan. 
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1. Isu strategis urusan sosial 

a. Belum optimalnya penanganan PMKS 

b. Masih kurangnya PMKS yang memiliki akses dan ikut 

berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 

c. Tingginya masyarakat yang memiliki RTLH 

d. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber 

Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS 

2. Isu Strtegis urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera: 

Pada dasarnya masalah kependudukan berkaitan dengan tiga 

aspek yaitu: kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. 

Adapun isu strategis terkait program pengendalian penduduk 

dan keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera antara lain: 

a. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 

b. Masih rendahnya kesdaran kaum pria tentang kepesertaan 

KB 

c. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ikut KB 

d. Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49) 

e. Masih tingginya Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 18 

tahun (ASFR 15 -19 tahun), yang disebabkan karena masih 

kurangnya pemahaman dan kesadaran bagi remaja 

mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan 

berkeluarga 

f. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan/ kelompok 

kegiatan Tribina (BKB,BKR,BKL) 

g. Belum optimalnya pemberdayaan UPPKS yang merupakan 

pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan keluarga 

h. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi 

kependudukan yang tepat dan akurat. 

3. Isu strategis urusan PPPA 

a. Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di 

masyarakat 

b. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak 

c. Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal 
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d. Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban 

kekerasan masih  perlu ditingkatkan   

e. Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih 

perlu ditingkatkan 

f. Belum terbentuknya sistem informasi data gender yang 

lengkap 

g. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan 

perencanaandan pengganggaran pembangunan yang 

responsive gender   

 

3.1.2. Perumusan dan Prioritas Isu Strategis 

Berdasarkan identifikasi isu strategis, pengumpulan dan 

pengelompokan isu strategis sesuai skor kriteria pembobotan, 

selanjutnya merumuskan prioritas isu strategis. 

Tabel 3.1.2.1. 

Pembobotan Isu Strategis 
 

No Isu Strategis 
Nilai Skala Kriteria Total Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Urusan Sosial         

 a Belum optimalnya penanganan PMKS 25 20 15 10 10 10 10 100 

 b 

Masih kurangnya PMKS yang 
memiliki akses dan ikut 
berpartisipasi dalam Kelompok Usaha 
Bersama (KUBE) atau kelompok 
sosial ekonomi sejenis lainnya 

25 20 15 10 10 10 - 90 

 

 c Tingginya masyarakat yang memiliki 
RTLH 

25 20 15 10 10 10 - 90 

 d 
Belum optimalnya pemberdayaan 
Potensi Sumber Kesejahteraan sosial 
dalam penanganan PMKS 

25 20 15 10 10 10 10 100 

2  Urusan Keluarga Berencana          

 a Masih tingginya laju pertumbuhan 
penduduk 

25 20 15 10 10 10 10 100 

 b  Masih rendahnya kesadaran kaum 
pria tentang kepesertaan KB 

25 20 15 10 10 5 - 75 

c  Masih tingginya Angka kelahiran total 
(TFR) per WUS (15-49) 

25 20 15 10 10 10 10 100 

 d 

Belum optimalnya pemberdayaan 
UUPKS yang merupakan upaya 
pemberdayaan masyarakat dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan 
keluarga 

25 20 15 10 - 10 - 80 

 e  

Masih tingginya angka kelahiran 
pada remaja usia 15 – 18 tahun 
(ASFR 15 – 19) yang disebabkan 
karena masih kurangnya pemahaman 
dan kesadaran bagi remaja mengenai 
kesehatan reproduksi dan penyiapan 
kehidupan berkeluarga 

25 20 15 10 10 10 10 100 

f  Belum optimalnya pemberdayaan 
UPPKS yang merupakan 

25 - 15 10 10 10 - 70 
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pemberdayaan masyarakat dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan 
keluarga 

g  
Belum optimalnya ketersediaan data 
dan informasi kependudukan yang 
tepat dan akurat 

25 20 - 10 10 10 10 85 

3  Urusan Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 

        

 a Masih adanya ketidaksetaraan dan 
ketidakadilan gender di masyarakat  

25 20 15 10 10 10 10 100 

 b Masih adanya kekerasan terhadap 
perempuan dan anak 

25 20 15 10 10 10 10 100 

 c Tingkat capaian Pemenuhan Hak 
Anak belum optimal 

25 20 15 10 10 5 5 90 

 d 
Penguatan jaringan kelembagaan 
lembaga layanan korban kekerasan 
masih  perlu ditingkatkan   

25 20 15 10 10 5 - 85 

 e 
Kapasitas Pengurus Organisasi 
Perempuan dan Anak masih perlu 
ditingkatkan  

25 20 15 10 5 - - 75 

 f Belum terbentuknya sistem informasi 
data gender yang lengkap 

25 20 15 10 5 10 - 85 

 g 

Kurangnya pemahaman masyarakat 
dalam melaksanakan 
perencanaandan pengganggaran 
pembangunan yang responsive gender  

25 20 15 10 10 - - 80 

 

Berdasarkan pembobotan isu strategis diatas dapat disajikan 

skala prioritas isu strategis pada tiap urusan sbb : 

Skala Prioritas isu strategis urusan sosial 

a. Belum optimalnya penanganan PMKS 

b. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber 

Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS  

Skala prioritas isu strategis urusan keluarga berencana 

a. Masih kurangnya kaum laki – laki terhadap pemakaian alat 

kontrasepsi 

Skala prioritas isu strategis urusan pengendalian penduduk dan 

keluarga sejahtera : 

a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk (LPP) 

b. Tingginya anka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) 

c. Masih tingginya angka kelahiran pada remaja usia 15 – 18 tahun 

(ASFR 15 -19 tahun) yang disebabkan karena masih kurangnya 

pemahaman dan kesadaran bagi remaja mengenai kesehatan 

reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 

Skala Prioritas isu strategis urusan Pemberdayaan Perempuan daan 

Perlindungan Anak 

a. Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidaadilan gender, 

b. Masih adanya kekerasan pada perempuan dan anak, 
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c. Belom optimalnya capaian pemenuhan hak anak yang 

dilaksanakan oleh pemerintah masyarakat keluargadan dunia . 

Dari ketiga urusan tersebut diatas, isu strategis tiap urusan dapat 

disarikan sebagai berikut : 

 Urusan sosial, belum optimalnya penanganan PMKS dan belum 

optimalnya pemberdayaan PSKS 

 Urusan KB dan KS masih tingginya laju pertumbuhan 

penduduk dan angka kelahiran total 

 Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

masih adanya kesenjangan gender dan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 

 

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Visi Bupati Purworejo adalah Terwujudnya Kabupaten Purworejo 

yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan 

Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi 

Kerakyatan 

Visi diatas secara makro dapat dijelasankan  sebagai berikut : 

Yang dimaksud Semakin Sejahtera 

1. Semakin sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang ditandai 

dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan 

tingkat kesenjangan antar wilayah mupun antar kelompok 

pendapatan; 

2. Peningkatan kemudahan aksesibilitas sarana  produksi, sandang, 

pangan, papan, sumber-sumber ekonomi, lapangan pekerjaan, serta 

sarana prasarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan yang 

berkualitas; 

3. adanya lingkungan yg kondusif untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

rekreatif (seni, budaya dan olahraga), keagamaan, kepercayaan thd 

Tuhan YME, ketentraman keluarga dan ketertiban masyarakat, 

kepastian hukum. 
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Yang dimaksud Berbasis Pertanian 

Berbasis pertanian maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan 

kesejahteraan dengan fokus pada pengelolaan potensi pertanian melalui : 

a. sumber daya yaitu petani, lahan pertanian yang berkelanjutan, 

penyuluh pertanian, teknologi pertanian yang inovatif dan 

berkelanjutan; 

b. sarana prasarana produksi pertanian yang menjamin pada 

peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas. 

Yang dimaksud Berbasis Pariwisata 

Berbasis pariwisata maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan 

kesejahteraan dengan fokus pada pengelolaan potensi pariwisata melalui 

: 

a. pengelolaan pariwisata (dengan pola pengelolaan oleh pemerintah 

daerah, pola pemberdayaan masyarakat, maupun oleh investor),  

b. penyediaan sarana prasarana pendukung yang keduanya mengarah 

pada peningkatan jumlah kunjungan wisata ke purworejo. 

Yang dimaksud Berbasis Industri 

Berbasis industri maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan 

kesejahteraan dengan fokus pada pengembangan industri kecil dan 

menengah dari sisi peningkatan daya saing produk yang berbasis 

sumberdaya local. 

Yang dimaksud Berbasis Perdagangan 

Berbasis Perdagangan maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan 

kesejahteraan dengan fokus pada: 

a. pengembangan sarpras perdagangan 

b. perlindungan konsumen; 

c. Dukungan promosi dan pemasaran produk 

Yang dimaksud berwawasan Budaya 

Yang dimaksud dengan berwawasan budaya adalah segala upaya 

pengelolaan potensi dilandasi dengan budaya-budaya positif yang 

mendukung produktivitas, yaitu etos kerja, integritas, gotong royong/ 

kerjasama maupun kearifan lokal yang ada di masyarakat. 

Yang dimaksud berwawasan Lingkungan 

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah segala upaya 

pengelolaan potensi dilandasi dengan prinsip untuk mempertahankan 

daya dukung dan daya tampung serta meningkatkan kualitas lingkungan 
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sehingga menjamin berlangsungnya proses pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Yang dimaksud berwawasan Ekonomi Kerakyatan 

Yang dimaksud dengan berwawasan ekonomi kerakyatan adalah 

segala upaya pengelolaan potensi dilandasi dengan dukungan terhadap 

pelaku ekonomi mikro dan kecil agar mampu bersaing dan meningkat 

kapasitasnya. 

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan 

sejumlah misi sebagai berikut :  

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius 

dan demokratis.  

2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama 

bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, 

pariwisata, industri, dan perdagangan.  

3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata 

unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal. 

4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni 

budaya, dan olahraga. 

5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di 

bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki 

aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada 

optimalisasi pelayanan publik. 

7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam 

berbagai bidang 

Guna mencapai Visi Kepala Daerah Terpilih, Misi yang relevan 

dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum 

pada misi ke VI (enam).  

Pada misi ke VI (enam) terdapat program tentang urusan sosial, 

perlindungan penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak serta Administrasi Umum Perangkat Daerah 

berikut : 

1. Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 
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2. Program Penghargaan Kepahlawanan 

3. Program Keluarga Berencana 

4. Program Keluarga Sejahtera 

5. Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi 

pasangan usia subur miskin 

6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

7. Pelayanan Administrasi Perkantoran  

8. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur  

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan  

10. Penyusunan Data Dasar Pembangunan  

Dengan teridentifikasinya Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang 

seseai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

maka selanjutnya akan timbul beberapa faktor penghambat dan faktor 

pendorong dalam rangka mewujudkan misi kepala daerah tersebut 

Beberapa faktor penghambat yang dapat diidentifikasi pada urusan 

sosial adalah meningkatnya jumlah PMKS seiring meningkatnya laju 

pembangunan yang akan menimbulkan kesenjangan sosial serta semakin 

meningkatnya tingkat kesadaran keluarga yang memiliki anggota 

disabilitas.  

Faktor penghambat yang dapat diidentifikasi pada urusan 

pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera antara lain adalah masih 

lemahnya komitmen dan dukungan stakholders terhadap program 

KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan 

penganggaran, masih tingginya jumlah anak yang diingkan dari setiap 

keluarga serta kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang 

kesehatan reproduksi remaja yang kesemuanya akan menghambat upaya 

pengendalian jumlah penduduk. 

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

faktor penghambat yang dominan adalah pengaruh sosial budaya dan 

tehnologi informasi serta gaya hidup masyarakat yang instan dan 

konsumtif.  

Sementara beberapa faktor pendorong dalam rangka mewujudkan 

visi Bupati Kepala daerah pada urusan sosial adalah tersedianya Tenaga 

Kesejahteraan Sosial di semua kecamatan serta lebih dari 60 personel 

pendamping Program Keluarga harapan yang tersebar di Wilayah 
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Purworejo. Kedua hal tersebut ibarat ujung tombak perangkat daerah 

yang senantiasa mendampingi memimbing dan menggerakkan rumah 

tangga miskin atau penyandang disabilitas agar keluar dari permasalahan 

sosial 

Faktor pendorong pada urusan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak dalam mewujudkan visi Bupati adalah ketersediaan 

regulasi yang saling mendukung lintas sektor terbentuknya kelompok 

kerja gugus tugas forum dan tim pelaksanaan pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak dari lintas sektor juga peran serta lembaga 

kemasyarakatan.  

 

3.3. Telaah Renstra KL/ dan Renstra Propinsi 

Dilihat dari rencana strategis Kementerian Sosial dan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak jauh berbeda 

dengan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong. 

Terlebih lagi permasalahan yang dihadapai tidak jauh berbeda dengan 

kondisi di kabupaten. 

Atas dasar visi tersebut masing- masing kementerian menyusun 

rencana strategis lima tahunan dengan program masing-masing adalah : 

Program Kementerian Sosial : 

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

b. Prgram Pemberdayaan Fakit Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) 

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya 

c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

d. Program Peningkatan Kualitas Penyuluh Kesejahteraan Sosial 

e. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 

f. Program Penanganan Fakir Miskin 

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang mengampu urusan sosial, 

dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada dua 

dinas yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana. Kedua dinas tersebut juga berorientasi 

pada Visi Gubernur terpilih. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah 

dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu: Menuju 

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. 

Problematika urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak di Jawa Tengah relatif sama dengan Kabupaten 

Purworejo. Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial 
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dan masih adanya kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan 

dan anak serta belum optimalnya capaian indikator pemenuhan hak 

anak. 

BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program 

KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) 

secara Nasional. Program KKBPK ditingkat kabupaten/kota menjadi 

kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib sesuai manat Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sehingga di tingkat kabupaten / 

kota memiliki keleluasaan untuk mengenbangkan program KKBPK agar 

lebih berhasil dan berdayaguna bagi masyarakat. Meskipun menjadi 

kewenangan daerah, dalam pelaksanaannya, arah program KKBPK tetap 

harus mengacu pada kebijakan BKKBN Pusat, semua daerah diharpkan 

dapat saling bersinergi dalam mencapai keberhasilan program KKBPK 

secara umum. 

Berdasarkan pasal 56 ayat (2) UU No.52 tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN 

memiliki 6 fungsi diantaranya fungsi dalam perumusan kebijakan 

nasional. Oleh karenanya BKKBN menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

BKKBN 2015- 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN No. 

199 tahun 2016 sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten / Kota 

maupun Provinsi agar tidak salah arah atau kurang mendukung 

kebijakan nasional dalam pengendalian penduduk dan pembangunan 

keluarga. 

Adapun program yang dilaksanakan sesuai Renstra BKKBN 2015- 

2019 antara lain : 

1. Program Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan 

pembangunan keluarga 

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya BKKBN 

3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur 

BKKBN 

4. Program pelatihan penelitian dan perkembangan serta kerjasama 

internasional BKKBN 

Penyusunan Renstra BKKBN 2015 – 2019 juga mengacu pada arah 

kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sesuai undang – undang no.17 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2015 

serta sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015 – 

2019 dimana BKKBN diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas 

Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 yaitu 

“meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” melalui “ 

Pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudia di 

dalam strategi Pembagunan Nasional 2015 – 2019 (Dimensi 

pembangunan), BKKBN berada pada dimensi Pembangunan Manusia, 

yang di dalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi 

Pembangunan Kesehatan serta mental/ Karakter (Revolusi mental). 

BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatan peran keluarga dlam 

mewujudkan revolusi mental. 

 Melalui program KB setiap keluarga Indonesia diharpkan memiliki 

rata – rata dua orang anak, demi mewujudkan Penduduk Tumbuh 

Seimbang (PTS) pada tahun 2025, yang ditandai dengan angka fertilitas 

total (TFR) 2,1. 

 Kebijakan Pembangunan Nasional maupun Daerah harus 

diarahkan agar medukung atau sejalan dengan misi pengendalian 

kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan 

mobilitas penduduk dan penyediaan data kependudukan yang akurat 

menurut nama dan alamat. Diharpkan setiap keluarga dapat 

menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal yaitu” fungsi 

keagamaan, sosial, budaya , cinta kasih, perlindungan, reproduksi, 

sosialisasi dan pendidik, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dan pada 

akhirnya akan terbentuk generasi emas bangsa Indonesia yang 

berkualitas, berkompeten dan berkarakter.  

 

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) 

Telaah RTRW dan KLHS tidak secara langsung bersinggungan dalam 

pelayanan tugas dan fungsi dinas. Pada urusan Sosial, Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, dan PPPA, penyelenggaraan pelayanan 

pada masyarakat tidak membutuhkan telaah RTRW dan kajian KLHS. 

Oleh karena tugas dan fungsi –nya bukan pembangunan fisik, bisa jadi 

telaah dan kajian tersebut ditangani oleh stake holder (pemangku 
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kepentingan) teknis diluar dinas sosial pengendalian penduduk, keluarga 

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  

Pemetaan permasalahan sosial, Pengendalian penduduk, keluarga 

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sulit 

untuk disajikan. Ketiga permasalahan tersebut relatif tersebar di seluruh 

wilayah tanpa melihat kota dan desa, tanpa membedakan wilayah dataran 

tinggi atau rendah, tanpa melihat status pendidikan, agama, status sosial, 

dan sebagainya. 

Kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak, pekerja migran, 

anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, 

merupakan contoh-contoh permasalahan yang tidak langsung 

membutuhkan telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup 

strategis 

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Dengan memperhatikan uraian diatas, isu strategis urusan sosial, 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak yang nantinya akan diselesaikan melalui rencana 

strategis tahun 2016 sampai 2021 adalah sbb: 

 Isu strategis urusan sosial, belum optimalnya penanganan PMKS dan 

belum optimalnya pemberdayaan PSKS 

 Isu strategis urusan pengendalian penduduk keluarga berencana 

masih tingginya laju pertumbuhan penduduk belum optimalnya 

fungsi advokasi KIE program KKBPK 

 Isu strategis urusan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, 

masih tingginya laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan belum 

optimalnya fungsi advokasi dan KIE (Konsultasi, informasi dan 

edukasi) program program KKBPK 

 Isu strategis urusan pemberdayaan perempuan, masih adanya 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, masih terjadi kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, dan belum optimalnya capaian 

pemenuhan hak anak. 


